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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Tenaga Kerja 

Indonesia. Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka 

waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut buku 

pedoman pengawasam perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah 

warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang 

melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, 

dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri 

baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan 

pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu 

maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak 

dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian kerja ini TKI akan 

lebih terlindungi apabila nantinya dikemudian hari pihak majikan atau 

pihak perusahaan tmpat TKI bekerja “wanprestasi”maka TKI dapat 

menentukan sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya. 
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Sementara itu dalam Pasal 1 Kep. Manakertran RI No Kep 

104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan 

bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar 

negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui 

prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar-

benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri 

tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut 

nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena 

CTKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negata tujuan tidak 

melalui prosedur penempatan TKI yang benar. 

Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, maka dapat 

dikemukakan bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI 

dengan menerima upah. 

2. Pengertian calon TKI 

Menurut Pasal 1 yang bagian (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Penempatan dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri, Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat sebagi pencari kerja yang akan bekerja 

di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang 

bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. 
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3. Hak dan Kewajiban calon TKI/TKI 

Hak calon TKI : 

Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk: 

a bekerja di luar negeri; 

b memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri 

dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; 

c memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan 

di luar negeri; 

d memperoleh   kebebasan   menganut   aama   dan   keyakinannya   

serta   kesempatan   untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama 

dan keyakinan yang dianutnya. 

e memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara 

tujuan. 

f memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang 

diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di negara tujuan; 

g memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat 

dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penampatan di 

luar negeri; 

h memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan 

kepulangan TKI ke tempat asal; 



   16 
 

 
 

i memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli. 

Kewajiban TKI : 

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk: 

a menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun 

di negara tujuan; 

b menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian 

kerja; 

c membayar  biaya  pelayanan  penempatan  TKI  di  luar  negeri  sesuai  

dengan  peraturan perundang-undangan; dan 

d memberitahukan  atau  melaporkan  kedatangan  keberadaan  dan  

kepulangan  TKI  kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara 

tujuan. 

4. Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia 

Adanya TKI yang bekerja di luar negeri membutuhkan suatu proses 

perencanaan. Perencanaan tenaga kerja ialah suatu proses pengumpulan 

informasi secara reguler dan analisis situasi untuk masa kini dan masa 

depan dari permintaan dan penawaran tenaga kerja termasuk penyajian 

pilihan pengambilan keputusan, kebijakan dan program aksi sebagai 

bagian dari proses perencanan pembangunan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu (Endang Sulityaningsih dan Yudo Swasono, 1993:7). 

Dilihat dari prosesnya perencanaan tenaga kerja adalah usaha 

menemukan masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi pada waktu 
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sekarang dan mendatang serta usaha untuk merumuskan kebijaksanaa dan 

program yang relevan dan konsisten untuk mengatasinya (Suroto, 1986:8). 

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

bahwa setiap calon TKI yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar 

negeri harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan.  

Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI dilakukan 

terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan: 

a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi 

calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan 

sekurang-kurangnya berusia 21 ( dua puluh satu) tahun; 

b. sehat jasmani dan rohani; 

c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan 

d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP) atau yang sederajat. 

Selain persyaratan tersebut di atas, menurut Pasal 51 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan  Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, calon TKI juga wajib memiliki 

dokumen – dokumen, yaitu : 

a.  Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran 

atau surat keterangan kenal lahir; 

b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah 

melampirkan copy buku nikah; 
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c.  surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; 

d. sertifikat kompetensi kerja; 

e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan 

dan psikologi; 

f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; 

g. visa kerja; 

h. perjanjian penempatan kerja; 

i. perjanjian kerja, dan 

j.  KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Nigeri) adalah kartu identitas bagi 

TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar 

negeri. 

Setelah calon TKI memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka 

para calon TKI wajib mengikuti serangkaian prosedur sebelum nantinya 

ditempatkan di luar negeri. Pada masa pra penempatan kegitan calon TKI 

meliputi: 

a. Pengurusan SIP; 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

Di Luar Negeri, pelaksana penempatan TKI swasta yang akan 

melakukan perekrutan wajib memilki SIP dari Menteri. Untuk 

mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus memiliki: 

1) Perjanjian kerjasama penempatan; 

2) Surat permintaan TKI dari pengguna; 
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3) Rancangan perjanjian penempatan; dan 

4) Rancangan perjanjian kerja. 

Dalam proses untuk mendapatkan SIP tersebut, surat permintaan 

TKI dari Pengguna perjanjian kerjasama penempatan, dan rancangan 

perjanjian kerja harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang 

berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. 

Selain itu Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan 

atau memindahkan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan 

calon TKI. 

b. Perekrutan dan seleksi; 

Proses perekrutan didahuli dengan memberikan informasi 

kepada calon TKI sekurang- kurangnya tentang: 

1) tata cara perekrutan; 

2) dokumen yang diperlukan; 

3) hak dan kewajiban calon TKI/TKI; 

4) situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan 

5) tata cara perlindungan bagi TKI. 

Informasi disampaikan secara lengkap dan benar. Informasi 

wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab 

di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana 

penempatan TKI swasta. 
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c. Pendidikan dan pelatihan kerja; 

Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai 

dengan persyaratan jabatan. Dalam hal TKI belum memiliki 

kompetensi kerja pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan 

penddikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan 

dilakukan. Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan 

kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pendidikan  dan  

pelatihan  kerja  bagi  calon  TKI  dimaksudkan untuk: 

1) membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja 

calon TKI; 

2) memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, 

adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja di luar negeri; 

3) membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahas negara 

tujuan; dan 

4) memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan 

kewajiban calon TKI/TKI. 

Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana 

penempatan tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang 

telah memenuhi persyaratan. Pendidikan dan pelatihan harus 

memenuhi persyaratan sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  dan pelatihan kerja. 
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d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI 

dimaksudkan untuk mengetahui dengan kesehatan dan tingkat 

kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan 

pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. Setiap   calon   TKI   

harus   mengikuti   pemeriksaan   kesehatan   dan   psikologi   yang 

diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang 

menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh 

Pemerintah. 

e. Pengurusan dokumen; 

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI barus memiliki 

dokumen yang meliputi: 

1) Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran 

atau surat keterangan kenal lahir; 

2) surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah 

melampirkan copy buku nikah; 

3) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin 

wali; 

4) sertifikat kompetensi kerja; 

5) surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan 

kesehatan dan psikologi; 

6) paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; 

7) visa kerja; 
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8) perjanjian penempatan kerja; 

9) perjanjian kerja, dan  

10) KTKLN 

f. Uji kompetensi; 

g. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan 

Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang disebut PAP adalah 

kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI 

yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI 

mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja ke luar 

negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi 

masalah yang akan dihadapi. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib 

mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam 

pembekalan akhir pemberangkatan. 

Tugas PAP adalah memberikan materi tentang aturan negara 

setempat. Perjanjian kerja (hak dan kewajiban TKI), serta pembinaan 

mental dan kepribadian. Adanya PAP ini diharapkan TKI sudah siap 

menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul kemudian. 

 Pembekalan  akhir  pemberangkatan  (PAP)  dimaksudkan  

untuk  memberikan  pemahaman pendalaman terhadap: 

1) peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan  

2) materi perjanjian kerja. 

Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung 

jawab Pemerintah. 
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h. Pemberangkatan.  

Adanya persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon 

TKI tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dengan perencanaan tenaga 

kerja akan memudahkan pemerintah maupun calon TKI dalam 

memecahkan persoalan mengenai ketenagakerjaan termasuk perlindungan 

kepada calon TKI, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. 

Sehingga hal itu akan memudahkan pemerintah melalui Instansi yang 

tekait dalam hal ini Dinsosnakertrans maupun masyarakat dalam 

mengambil suatu kebijaksanaan guna mengatasi masalah ketenagakerjaan 

tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai termasuk perlindungan 

calon TKI yang bekerja di luar negeri. 

B. Institusi yang Berwenang terhadap Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia 

1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) 

Sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri pelaksanaan penempatan TKI di luar 

negeri terdiri dari Pemerintah, Pelaksana Penempatan TKI swasta dan 

Perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Pelaksanaan 

penempatan TKI dari pemerintah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).  
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Kedudukan : 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana 

otonomi daerah. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin 

oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Tugas : 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta 

tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Fungsi : 

1. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan 

transmigrasi ; 

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

sosial, tenaga kerja dan transmigrasi ; 

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan 

transmigrasi ; 

4. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan 

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

2. Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) 

Menurut  Pasal 1 bagian (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 
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Luar Negeri, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) adalah badan 

hukum yang telah memiliki izin tertulis dari Pemerintah untuk 

menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. 

Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) menurut buku 

pedoman pengawasan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia adalah 

badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki Surat Ijin 

Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) untuk melaksanakan kegiatan jasa 

penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri. 

Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta 

wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri. Untuk dapat 

memperoleh SIPPTKI pelaksana penempatan TKI swasta harus 

memenuhi persyaratan: 

a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan 

berdasarkan peraturan perundangan-undangan; 

b. memiliki  modal disetor yang tercantum dalam akta  pendirian 

perusahaan, sekurang- kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga 

milyar rupiah); 

c. menyetor  uang  kepada  bank  sebagai  jaminan  dalam  bentuk  

deposito  sebesar  Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada 

bank pemerintah; 

d. memiliki  rencana  kerja  penempatan dan  perlindungan TKI  di  

luar  negeri  sekurang- kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun 

berjalan; 
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e. memiliki unit pelatihan kerja; dan 

f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI. 

Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) 

tahun sekali. Perpanjangan izin dapat diberikan kepada pelaksana 

penempatan TKI swasta selain harus memenuhi syarat juga harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara 

periodik kepada Menteri; 

b. telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh 

puluh lima persen) dari rencana penempatan pada waktu 

memperoleh SIPPTKI; 

c. masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar 

yang ditetapkan; 

d. memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak 

mengalami kerugian yang diaudit akuntansi publik; dan 

e. tidak dalam kondisi diskors. 

Hak dan kewajiban PPTKIS  menurut buku pedoman pengawasan 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia meliputi: 

Hak PPTKIS antara lain: 

a. Menempatkan tenga kerja di dalam dan di luar negeri. 

b. Menyediakan tenaga kerja yang diperlukan pengguna jasa baik di 

dalam maupun di luar negeri. 
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c. Memperoleh informasi pasar kerja dari daerah dan luar negeri. 

d. Memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Depnaker. 

e. Mendapat biaya jasa penempatan dari pengguna jasa di dalam 

maupun di luar negeri. 

f. Mendapat biaya jasa penempatan yang besarnya sesuai dengan 

kesepakatan yang telah mendapat pengesahan dari Kanwil Depnaker 

setempat. 

g. Mengelola Bank data tenaga kerja terampil atau berpengalaman. 

     Kewajiban PPTKIS antara lain: 

a. Melaksanakn penempatan TKI. 

b. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ruang lingkup 

kegiatan. 

c. Melaksanakan dan mematuhi petunjuk dari Depnaker. 

d. Menyiapkan TKI yang berkualitas dari segi mental, fisik ketrampilan 

teknis dan kemampuan berkomunikasi. 

e. Melaksanakan promosi dan pemasaran jasa TKI 

f. Menyelenggarakan management information system. 

g. Melaporkan setiap penempatan pemberangkatan dan pemulangan 

TKI kepada Depnaker secara berkala dan insidental untuk hal yang 

khusus. 

h. Memberikan perlindungan kepada TKI mulai darai pra sampai 

dengan purna penempatan, termasuk pengamanan pelaksanaan 

Perjanjian Kerja (PK) yang mengikat pengguna jasa TKI. 
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i. Membuat laporan usaha dalam bentuk laporan semesteran dan 

laporan tahunan dengan ketentuan laporan tahunan harus diaudit 

oleh akuntan publik. 

3. Hubungan kerjasama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Dinsosnakertrans) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia Swasta (PPTKIS). 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) 

dalam kedudukannya sebagai pelaksana penempatan TKI di luar 

melakukan hubungan kerjasama dengan Pelaksana Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri, PJTKI sebagai pelaksana penempatan TKI swasta memiliki tugas 

diantaranya sebagai pengawas, pembina, pelindung dan 

bertanggungjawab atas masa pra penempatan, penempatan dan purna 

penempatan. Terkait  hal tersebut Dinsosnakertrans bertugas sebagai 

pengawas dalam pelaksanaan penempatan TKI yang dilakukan oleh 

PPTKIS. Adanya PPTKIS memudahkan Dinsosnakertrans dalam 

mengawasi calon TKI yang akan diberangkatkan baik pada masa pra 

penempatan, penempatan dan purna penempatan. 

C. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

1. Pengertian Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

Adapun Perlindungan TKI menurut UU No. 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
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Negeri Pasal 1 angka 4 adalah segala upaya untuk melindungi 

kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan 

hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, 

selama, maupun sesudah bekerja. 

Perlindungan TKI di dasarkan kepada UU No No. 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri. Berdasarkan Pasal 2 UU No No. 39 Tahun 2004, Penempatan 

dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan kepada keterpaduan, 

persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan 

gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.  

Adapun tujuan dari perlindungan TKI sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 3 UU No No. 39 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: 

a memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal 

dan manusiawai; 

b menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negari, di 

negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; 

c meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. 

Dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, 

pemerintah memilki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan 

mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar 

negeri, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut Pemerintah dapat 

melimpahkan sebagai wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada 

pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini 
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dimaksudkan sebagai tanggungjawab Pemerintah dalam meningkatkan 

upaya perlindungan bagi TKI di luar negeri. 

Sebagai konskuensi dari tanggungjawab tersebut maka sesuai 

dengan Pasal 7 UU No No. 39 Tahun 2004 Pemerintah berkewajiban 

untuk: 

a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang 

bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun 

yang berangkat secara mandiri; 

b.  mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; 

c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan 

calon TKI di luar negeri; 

d.  melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan 

perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan 

e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya 

pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. 

Perlindungan negara bagi warganegarnya merupakan hak 

warganegara yang dijamin oleh undang-undang. Dalam hal perlindungan 

terhadap TKI maka hak perlindungan itu dimulai dimulai sejak pra 

penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Di 

luar negeri perlindungan terhadap TKI dilaksanakan oleh oleh 

Perwakilan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang mana 

perlindungan itu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan serta 

hukum dan kebiasaan intemasional. 
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Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan 

TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan 

TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri. Selama masa 

penempatan tersebut maka disebutkan dalam Pasal 80 UU No No. 39 

Tahun 2004 Pemerintah/perwakilan pemerintah juga bertugas untuk: 

a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan 

internasional; 

b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja 

dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan. 

2. Landasan yang Mengatur Tentang Perlindungan TKI 

Menurut Kementrian Komunikasi dan Informatika Direktorat 

Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (2011:49) Ketenagakerjaan 

harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan 

perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta 

pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi 

pengembangan perekonomian dunia usaha. Untuk itu, diperlukan 

kebijakan pengaturan TKI yang menyeluruh dan komprehensif, antara 

lain mencakup penempatan, regulasi, perlindungan dan kontribusi tenaga 

kerja Indonesia, selain itu diperlukan juga pengembangan sumberdaya 

manusia, selain itu diperlukan juga pengembangan sumberdaya manusia, 

peningkatan produktivitas dan daya saing, upaya perluasan kesempatan 
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kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan 

industrial. 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

Ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan 

nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan manusian Indonesia seutuhnya dan pembangunan 

masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, 

martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat 

sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spritual. 

Sebagaimana terdapat dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 

dicantumkan tujuan konstitusional Pemerintah Negara Republik 

Indonesia adalah “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu 

pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dengan 

mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

 Alinea IV Pembukaan UUD 1945 : “...membentuk suatu 

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. 

Berdasarkan uraian di atas, berbagai kekuatan landasan hukum 

normatif tersebut secara tegas telah mengamanatkan upaya 
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perlindungan dan jaminan sosial, terutama yang dikaitkan dengan 

peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas sumber daya manusia 

bagi para TKI. Demi tercapainya suatu landasan melindungi segenap 

bangsa indonesia yang diikuti segenap bangsa indonesia dan 

memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia maka 

diperlukannya suatu jaminan sosial yang dapat memberikan rasa 

keadian bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang merupakan 

masyarakat indonesia yang berjuang untuk mendapatkan 

kesejahteraan. Karena pada dasarnya TKI mempunyai hak untuk 

mendapatkan Jaminan Sosial yang merupakan hak setiap warga 

negara juga diamanatkan dalam UUD 1945  yaitu: 

Pasal 27 Ayat 2 menyebutkan bahwa : 

 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan”  

Pasal 27 ayat 2 :  

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan”  

Pasal 28 D ayat 2 : 

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” 

Pasal 28 E ayat 1 :  

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
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memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara 

dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang 

tercerminkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap 

Warga Negara Indosesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan. 

Pasal ini dan perubahannya mengandung dua makna sekaligus, 

yaitu memberi hak kepada warga untuk memperoleh salah satu hak 

dasar manusia yaitu pekerjaan dan membebani kewajiban kepada 

negera untuk memenuhinya. Dengan kata wajib maka negara tidak 

dapat menghindari meskipun tidak cukup sumber daya dan sumber 

dana di dalam negeri. Faktor yang berpengaruh adalah faktor 

pendorong yang ada di dalam negeri, yaitu belum terpenuhinya salah 

satu hak dasar warga negara yang paling penting yaitu: pekerjaan 

seperti diamanatkan dalan Pasal tersebut. Oleh karena itu, warga 

negara tidak dapat dilarang untuk bekerja dimana saja, termasuk di 

luar negeri. 

Dari keterangan beberapa pasal dalam UUD 1945 sudah tepat 

bagaimana negara sangat mendukung dan, menegaskan bahwa 

perlindungan dan jaminan sosial TKI sangat terkait erat dengan 

masalah ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan lapangan 

pekerjaan. Dalam konteks  ini juga selanjutnya akan berdampak pula 
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pada para TKI yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak untuk 

mendapatkan kesejahteraan dengan mencari pekerjaan di luar negeri. 

Hal ini  akan menjadi permasalahan untuk masalah perlindungan hak 

hak mereka di luar negeri. Sehingga hak hak mereka akan terjamin 

dan terlindungi pada  masa pra penempatan, penempatan maupun 

purna penempatan 

b. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 

Pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia 

sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor 

XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Hak asasi manusia yang telah 

tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal 

tentang Hak Asasi Manusia, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 

tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh 

rasa tanggung jawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dalam batas-batas, rambu-rambu, dan asas-asas hukum 

internasional yang diakui seluruh bangsa, yang menetapkan antara 

lain: 

1. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat 

manusia diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi 

manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat 

dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi 

serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus);  
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2. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi 

manusia yang lain sehingga kebebasan atau hak asasi manusia 

bukanlah tanpa batas;  

3. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan 

dalam keadaan apapun;  

4. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk 

menghormati hak asasi manusia orang lain sehingga dalam hak 

asasi manusia terdapat kewajiban dasar;  

5. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan 

ditegakkan, untuk itu Pemerintah, aparatur negara, pejabat publik 

lainnya, mempunyai kewajiban dain tanggung jawab menjamin 

terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak 

asasi manusia.  

 Dalam bidang ketenagakerjaan, Ketetapan MPR ini merupakan 

tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. 

Penegakan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong 

pertisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh 

Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan. 

c. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  

 Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undang yang 

menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri 

adalah Ordonasi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk  
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Melakukan Pekerjaan Di luar Indonesia (Stasblad Tahun 1887 Nomor 

8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaanya. 

Ketentuan dalam Ordonansi sangat sederhana/rumit sehingga 

secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. 

Kelemahan ordonasi itu dan tidak adanya undang-undang yang 

mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini 

diatasi melalui peraturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan 

pelaksaannya. 

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaaan, Ordonasi tentang Pengerahan Orang 

Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan 

tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar 

negeri di atur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui 

undang-undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan norma-

norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan 

perlakuan eksploitatif  dari siapapun. 

 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan antara lain 

memuat: 

1. Landasan, jasa, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;  

2. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; 

3. Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga 

kerja dan pekerja/buruh; 
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4. Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ketrampilan serta keahlian tenaga kerja guna 

meningkatkan produktifitas kerja dan produktifitas perusahaan; 

5. Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan 

tenaga kerja secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada 

pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 

sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dan masyarakat dalam 

upaya perluasan kesempatan kerja; 

6. Penggunaan tenaga kerja asing yang sesuai dengan kompetensi 

yang diperlukan; 

7. Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan 

yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku proses 

produksi; 

8. Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, 

termasuk perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipatit, 

lembaga kerja sama tripati, pemasyarakatan hubungan industrial 

dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

9. Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak 

dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha 

perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan 

khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang 



   39 
 

 
 

cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan 

jaminan sosial tenaga kerja; 

10. Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini 

benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari 

pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam 

rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 

masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, 

martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat 

sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. 

Begitu pula Tenaga Kerja Indonesia yang juga memiliki hak untuk 

mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. Hal ini di dapatkan para 

Tenaga Kerja Indonesia memutuskan untuk pergi bekerja di luar 

negeri karena mereka merasa bahwa pekerjaan yang ada di dalam 

negeri di rasa belum memenuhi untuk kebutuhan hidup mereka. 

Meskipun begitu TKI mempunyai hak untuk memilih jalan hidupnya 

untuk mendapatkan kesejahtearaan yang layak. Hal ini juga di 

jelaskan dalam Pasal 31 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 

yaitu  “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang 

sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan 

memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.” 
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Di dalam pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa TKI memiliki 

dan diberikan hak untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan 

dimanapun mereka inginkan termasuk di luar negeri. Maka dari itu 

demi mendukungnya hal tersebut perlu diadakannya suatu 

perlindungan yang layak terhadap para TKI demi membantu 

memenuhi kebutuhan kesejahteraan mereka untuk melindungi seluruh 

hak dan kewajiban TKI ketika masa pra penempatan, penematan, 

maupun purna penempatan. Sehingga para TKI kan terjamin seluruh 

hak-haknya.  

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

Mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-Undang 

Nomor 39  Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri ini harus memberikan perlindungan 

warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapatkan 

pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat 

memperoleh pelayanan penempatan keselamatan tenga kerja secara 

cepat dan mudah dengan tepat mengutamakan keselamtaan tenaga 

kerja baik fisik, moral maupun martabatnya. Dikaitkan dengan praktek 

penyelenggaraan pemerintah di Indonesia masalah penempatan dan 

perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar 
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negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan 

perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah.  

Di dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan 

Penempatan TKI mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap 

perlindungan TKI di luar negeri terdapat pada  : 

1. Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “Pemerintah bertugas 

mengatur, membina, melaksanakan, dan     mengawasi 

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 

Dalam melaksanakan tugas, Pemerintah dapat melimpahkan 

sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada 

pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2.  Pasal 6 yang berbunyi : “Pemerintah bertanggung jawab untuk 

meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri “ 

3. Pasal 7 yang berbunyi : “Dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab sebagaimana dimaksud diatas  Pemerintah berkewajiban:  

a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang 

berangkat melalui penempatan TKI, maupun yang berangkat 

secara mandiri; 

b.  mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; 

c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi 

penempatan       calon TKI di       luar negeri; 

d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak 

dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan 
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e.  memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum 

pemberangkatan,   masa penempatan, dan masa purna 

penempatan. 

4. Pasal 77 yang berbunyi : 

i. Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

ii.  Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, 

sampai dengan purna penempatan. 

Berdasarkan keterangan pasal di atas disebutkan pasal tentang 

perlindungan TKI dan hak haknya yang harus di peroleh maka ini 

merupakan suatu tanggung jawab pemerintah untuk melindungi 

segenap masyarakatnya termasuk juga para TKI. Karena ini adalah 

tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada 

para TKI. Sehingga TKI akan dapat  terjamin hak haknya pada  masa 

pra penempatan, saat penempatan maupun purna penempatan.  

Adanya Undang-Undang ini diharapkan disamping menjadi 

instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, 

selama masa kerja di luar negeri, selama masa bekerja di luar negeri 

maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga 

dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta 

keluarganya. 
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e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 

PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Ketja Indonesia di Luar Negeri 

Terbentuknya Balai Pelayanan Penempatan TKI (BP2TKI) pada 

akhir Tahun 2006, maka peraturan perundang-undangan yang 

merupakan penjabaran amanah Undang-Undang 39 Tahun 2004. 

Permenakertrans nomor PER-14/MEN/X/2010 mengatur tentang 

pendaftaran pengiriman TKI ke luat negeri, diantaranya: 

1. Mencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri harus 

mendaftarkan diri pada Dinas kabupaten/kota dengan tidak 

dipungut biaya. 

2. Pencari kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (1) memenuhi 

persyaratan: 

a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, 

kecuali bagi TKI yang kan dipekerjakan pada pengguna 

perseorangan  sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh 

satu) tahun, yang dibuktikan dengan Katu Tanda Penduduk 

(KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang 

berwenang; 

b. Surat keteranagan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari 

dokter bagi calon tenaga kerja perempuan; 

c. Surat izin dari suami/istri/orangtua/wali yang diketahui oleh 

Kepala Desa atau Lurah; 
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d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja 

(AK/I) dari dinas kabupaten/kota; dan 

e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan 

oleh pengguna. 

Diharapkan dengan adanya aturan-aturan yang mengatur tentang 

perlindungan hukum TKI tersebut akan lebih menjamin kesejahteraan 

tenaga kerja Indonesia. Sehingga tidak akan terjadi permasalahan 

terkait TKI, terutama permasalahan pada saat pendaftaran calon TKI 

menjadi TKI.  

D. Kerangka Berfikir 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah 

penduduk yang tinggi. Penduduk yang tinggi ini dapat dilihat sebagai beban 

dan potensi bagi pembangunan. Semua upaya pembangunan, kapan dan 

dimanapun selalu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, 

menurunkan jumlah penduduk miskin, pengangguran serta mengurangi 

tingkat ketimpangan sosial, dan ekonomi di antara kelompok dalam 

masyarakat. Adanya kelangkaan kesempatan kerja, rendahnya kualitas secara 

nasional di berbagai sektor ekonomi sehingga para Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) mencari peruntungan ke luar negeri. Sempitnya lapangan pekerjaan di 

Indonesia mendorong jumlah TKI yang mengadu nasib ke berbagai negara 

dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Keinginan untuk 

memperbaiki taraf hidup dengan bekerja di luar negeri mengalahkan 

gambaran tentang kekerasan, eksploitasi, dan kebijakan deportasi terhadap 



   45 
 

 
 

TKI. Bahkan hal itu akan tetap dilakukan meskipun harus pergi dengan status 

tak berdokumen. 

Adanya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mendorong 

pemerintah untuk membuat aturan yang berguna untuk melindungi para 

tenaga kerja Indonesia. Diundangkannya  Undang-Undang No 39 Tahun 2004 

tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diharapkan 

dapat memberikan perlindungan bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang 

berada di Luar Negeri. Selain itu adanya Permennakertrans No. 14/Men/2010 

tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga 

Kerja Indonesia juga merupakan landasan hukum untuk melindungi TKI yang 

berada di luar negeri. 

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tingginya minat masyarakat 

untuk menjadi TKI juga terjadi, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Pada 

Tahun 2011 di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tercatat 217 

orang ditempatkan bekerja di luar negeri. Keadaan ekonomi yang relatif 

rendah mendorong masyarakat di daerah tersebut memiliki minat yang tinggi 

untuk menjadi TKI di Luar Negeri. (Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kulon Progo). Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia 

dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 

(Dinsosnakertrans) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

Swasta (PPTKIS).  Sehubungan dengan hal tersebut, Dinsosnakertrans 
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melakukan kerjasama dengan PPTKIS untuk melakukan pengiriman TKI ke 

Luar Negeri. Di Kulon Progo terdapat beberapa PPTKIS  yang melakukan 

kerjasama dengan Dinsosnakertrans. Salah satu PPTKIS yang bekerjasama 

dengan Dinsosnakertrans Kulon Progo yaitu PT. Bina Adidaya Mandiri.  PT. 

Bina Adidaya Mandiri merupakan suatu perusahaan yang menangani masalah 

calon TKI di Kabupaten Kulon Progo. 

Dinsosnakertrans Kulon Progo dan PT. Bina Adidaya Mandiri dalam 

melakukan proses perekrutan calon TKI tidak jarang menemukan 

permasalahan. Permasalahan yang ada yaitu pada saat pendaftaran ataupun 

saat pengiriman. Diketemukan sebagian calon TKI asal Kulon Progo 

melakukukan pendaftaran tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, selain 

itu juga diketemukan calon TKI memalsukan dokumen-dokumen, misalnya 

dokumen kesehatan. Calon TKI asal daerah Kulon Progo seharusnya 

mendaftar dan berangkat dari PPTKIS di daerah Kulon Progo, namun dalam 

kenyataannya karena calon TKI ingin mengejar cepatnya waktu dan proses 

pengiriman banyak dijumpai calon TKI mendaftar di luar daerah. Sehingga 

bila terjadi masalah terhadap TKI tersebut perlindungan yang diberikan tidak 

akan maksimal, karena daerah asal sendiri merasa tidak bertanggung jawab 

atas TKI tersebut. Di samping adanya permasalahan terkait calon TKI yang 

mendaftar di luar prosedur dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari 

Dinsosnakertrans, ada juga TKI yang mendaftar sesuai dengan prosedur 

namun dalam kenyataanya tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal 

dari Dinsosnakertrans maupun PPTKIS terkait.  
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Terkait dengan adanya permasalahan di atas, menjadi kewajiban dari 

Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo dan PT. Bina Adidaya Mandiri 

selaku instansi yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum bagi 

TKI asal Kulon Progo. Baik perlindungan hukum yang sifatnya preventif 

maupun represif. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 

77 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlindungan tenaga kerja indonesia di luar 

negeri dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai 

dengan masa setelah penempatan. 

E. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada BAB 1, 

dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian. Penjabaran 

pertanyaan penelitian secara rinci sebagai berikut: 

3. Mengapa pendaftaran sebagian calon TKI di Kabupaten Kulon Progo tidak 

sesuai dengan prosedur yang berlaku? 

a. Apa yang menjadi faktor penyebab pendaftaran sebagian calon TKI di 

Kabupaten Kulon Progo tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku? 

b. Bagaimana upaya Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo dalam 

mencegah pendaftaran sebagian calon TKI di Kabupaten Kulon Progo 

tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku? 

4. Bagaimana upaya perlindungan TKI di Kabupaten Kulon Progo? 
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a. Bagaimana upaya perlindungan Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon 

Progo terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Kulon 

Progo? 

b. Bagaimana upaya perlindungan PT. Bina Adidaya Mandiri terhadap 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Kulon Progo? 

 

 


